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&  MANDAT GLOBAL PRB



AGENDA

Sistem, Kebijakan &  Mekanisme Nasional PB

Mandat-mandat Gobal  PB &PRB  

Memastikan PB &  PRB untuk SDGs



Bagaimana penyelenggaraan  

Penanggulangan Bencana yang ada d i   

sekitar k i ta selama ini?



SISTEM, KEBIJAKAN &  MEKANISME  
NASIONAL PB



PERUBAHAN
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari  
r isiko bencana.
Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan  
risiko dan kesiapsagaan.

Terintegrasinya PB dalam rencana pembangunan
PB diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran  
pembangunan pemerintah dan PEMDA.
Membentuk kelembagaan yang kuat dan sembada  

Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat.



SISTEM NASIONAL

Komponen/Sub-sistem:

A. Legislasi

B. Kelembagaan

C. Perencanaan

D. Penyelenggaraan

E. Pendanaan

F. IPTEK



PERUNDANGAN
Nasional

UU 24/2007  

PP :

PP 21/2008  

PP 22/2008  

PP 23/2008)

Pepres 8/2008

- Penyelenggaraan PB

- Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan PB

- Peran Lembaga International dan Lembaga Asing Non-Pemerintah.

-  Pembentukan BNPB Tindak lanjut

Keputusan Ka BNPB No. 1 /  2008 ttg Organisas Tata Kerja BNPB.  

Daerah

PERDA -  Pembentukan BPBD (Provinsi &  Kab/Kota).



KELEMBAGAAN
Pembentukan kelembagan yang definitif:

BNPB  

BPBD

Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan  

tanggung-jawab:

Unsur Pengarah  

Unsur Pelaksana

ketus

BPBD 
Prov.

BPBD 
Kab./Kota

Unsur Pengarah Unsur Pelaksana

UnUsnusrurPPeennggaarraahh UnUsunsrurPPeellaakkssaanna a

UnUsnusrurPPeennggaarraahh UnUsunsrurPPeellaakkssaanna a



STRUKTUR

Kepala BNPB

Unsur Pengarah Unsur Pelaksana

Pejabat Pemerintah

Masyarakat Profesional

Kantor BNPB  
terdiri atas personil 
yang

profesional dan ahli di 
bidangnya

Kepala BPBD 
Provinsi

Kepala  
BPBD 
Kab./Kota

Presiden 
RIPresiden

Kepala BNPB  

Unsur Pengarah

Pejabat Pemerintah  

Masyarakat Profesional

Unsur Pelaksana  

Kantor BNPB

Kepala BPBD Provinsi  

Kepala BPBD Kab/Kota



PENG ARAH
UNSUR 
PENGARAH

Pejabat 
Pemerintah

Masyarakat 
Profesional

9 orang masyarakat  
profesional (Pakar/  

Profesional dan atau 
tokoh  masyarakat)

Dalam 
Negeri

Sosi
al

Pekerjaan 
Umum

Kesehat
an
Keuang
an

Perhubung
an

ESD
M

Kantor Menko 
Kesra

TN
I

POL
RI

Pejabat Pemerintah  

Menko PMK  

Dalam Negeri  

Sosial

Pekerjaan Umum  

Kesehatan  

Keuangan  

Perhubungan  

ESDM

TNI  

POLRI

Masyarakat Profesional

9 orang waki l  masyarakat  

profesional



PELAKSANA

Kepala 
BNPB

Sekretaris 
Utama

Inspekt
ur  
Utama

Deputi  
Bidang 
Pencegahan

& 
Kesiapsiagaan

Deputi  
Tanggap 
Darurat

Deputi  
Rehabilitasi & 
Rekonstruksi

Deputi  
Logistik & 
Peralatan

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Direktu
r

Pusa
t

Pusa
t

 

Direktur

Unit Pelaksana Teknis

Kepala BNPB  

Sekretaris Utama

Inspektur Utama  

Pusat

Pelaksana  

Deputi Pencegahan  

Depuri Sistem

Deputi Log&pal

Deputi Tanggap Darurat  

Depuri RR

Ditektur

Pelaksana



PERENCANAAN PB
Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional &  Daerah)  

PB dalam RPJP (D), RPJM (D) dan RKP (D)

Penyusunan RAN-PRB dan RAD-PRB (berdasarkan SFDRR)  

Perencanaan PB

Pembuatan Rencana PB (DM Plan) (-)  

Rencana Kedaruratan (Emergency Plan) (-)  

Rencana Kontinjensi (Contingency Plan)  

Rencana Operasi (Operation Plan)

Rencana Pemulihan (Recovery Plan)



PENDANAAN
Dana DIPA ( APBN/APBD), Untuk mend ukung kegiatan rutin  dan  
operasional lembaga/departemen terutama untuk kegiatan PRB.

Dana Contingency, Untuk penanganan kesiapsiagaan.

Dana Siap Pakai (on call), Untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada  
saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondis i  darurat.

Dana bantuan Sosial berpola Hibah, Dana yang dialokasikan untuk  
bantuan pasca-bencana d i  daerah.

Dana yang bersumber dari masyarakat.



PENYELENGGARAN

Tidak ada Bencana
-Perencanaan PB
-Pengurangan risiko
-Pencegahan
-Pemaduan ke dlm Pembangunan
-Pensyaratan analisis risiko bencana
-Perencanaan tata ruang

Pemulihan
-  Rehabilitasi
-Rekonstruksi

Kesiapsiagaan

-Mitigasi
-Kesiapan
-Peringatan Dini

Pada Saat Darurat
-Kajian k i lat
-Penetapan keadaan bencana
-Pemenuhan kebutuhan dasar
-Perl indungan kelompok rentan
-Pemulihan sarana kunci
- dl l .

- Koordinasi
- Pelaksana

“ Serangkaian upaya yang  
meliputi penetapan  
kebijakan pembangunan  
yang berisiko timbulnya  
bencana, kegiatan  
pencegahan bencana,  
tanggap darurat, dan  
rehabilitasi. “ (UU PB no.  
24/2007).

-Komando



KEMUDAHAN AKSES
BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses :  

Pengerahan sumberdaya manusia  

Pengerahan peralatan

Pengerahan logist ik

Imigrasi, cukai dan karantina  

Perizinan

Pengadaan barang dan jasa

Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang  

Penyelamatan

Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.



SISTEM KOMANDO

Dalam tanggap darurat di laksanakan secara Incident  
Command System (Komando Penanganan Darurat).

Ditunjuk seorang Incident Comander sebagai penanggung  
jawab lapangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah  
setempat.

Pelaksanaan di lakukan dengan membentuk POSKO, sebagai  
aktivasi dari Pusat Pengendali Operasi.



IPTEK

Pendidikan dan Pelatihan

Penelitian dan pengembangan IPTEK Kebencanaan  

Penerapan Teknologi PB



BPBD
UU 24 /  2007

Pasal 5 :

Pasal 18 :

Pemerintah dan PEMDA menjadi penyelenggaraan PB.  

PEMDA membentuk BPBD

Tingkat Provinsi dipimpin seorang pejabat setingkat d i  bawah Gubernur/setingkat  

eselon I.b.

Tingkat Kabupaten/Kota dipimpin seorang pejabat setingkat d i  bawah Bupati/  

Walikota/setingakt eselon II.a

Pasal 25 : Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan kerja BPBD ditetapkan  

dengan PERDA.



MANDAT-MANDAT GLOBAL PB &  PRB



Mandat SFDRR

Kesepakatan dunia untuk mengurangi r is iko bencana, pada UNCDRR  
pada 14 hingga 18 Maret 2015 d i  kota Sendai, Jepang.

7 TARGET GLOBAL
Mengurangi kerusakan infrastruktur  
Mengurangi jumlah kerugian
Mengurangi jumlah penduduk terdampak  
Mengurangi jumlah kematian  
Meningkatkan ketersedaan informasi  
Meningkatkan kerjasama internasional  
Strategi PRB Nasional &  Internasional

4  PRIORITAS AKSI
Memahami ris iko bencana
Memperkuat tata ke lo la  r is iko bencana &  manajemen bencana  
Investasi ORB untuk ketangguhan
Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif &  membangun  
lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi &  rekontruksi

20



Mandat Kesepakatan Paris

Persetujuan untuk mengawal emisi CO2 efektif mulai 2020. Persetujuan in i   

dibuat pada Konferensi Perubahan Ik l im  Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCC)  

2015 d i  Paris.

1. Menahan laju peningkatan temperatur global hingga d i  bawah 2 oC dari  

angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam  

membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 oC. Pembatasan in i   

akan secara signifikan mengurangi r isiko &  dampak dari perubahan ikl im.

2. Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari  

perubahan ikl im, meningkatkan ketahanan ikl im, &  melaksanakan  

pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa  

mengancam produksi pangan.

3. Membuat suplai f inansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan  

yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca &  tahan terhadap perubahan  

ikl im.
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Mandat SDGs

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goa ls   

(SDGs)  memmpunyai 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur  

&  tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda  

pembangunan dunia untuk kemaslahatan manusia &  planet bumi.  

Tujuan in i  dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas  

pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober  

2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan in i  merupakan kelanjutan atau pengganti dar i  Tujuan  

Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh  

pemimpin-pemimpin dari  189 negara sebagai Deklarasi Milenium  

d i  markas besar PBB pada tahun 2000 dan t idak berlaku lagi  

sejak akhir 2015.
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Mandat SDGS

1. Mengakhiri kemiskinan

2. Mengakiri kelaparan

3. Menjamin kehidupan sehat

4. Menjamin pendidikan ink lus i f

5. Menjamin kesetaraan gender

6. Menjamin ketersediaan &  pengelolaan air  
sanitasi

7. Menjamin akses energi

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi ink lus i f   
&  berkelanjutan

9. Mendorong industri, inovasi &   
infrastruktur ink lus i f

10.Mengurangi kesenjangan

11.Kota &  pemukiman inklus i f   
berkelanjutan

12.Respionsibilitas pola produksi 
&   konsumsi berkelanjutan

13.Aksi adaptasi perubahan ik l im  

14.Mengelola ekosistem laut berkelanjutan

15.Mengelola ekosistem 
darat  berkelanjutan

16.Lembaga yang kuat, ad i l  &  damai

17.Memperkuat perangkat implementasi
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MEMASTIKAN PB &  PRB UNTUK SDGS



TUJUAN SDGS TINDAKAN PB &  PRB

KEMARIN* KE DEPAN

1

2

3

17

PB &  PRB UNTUK SDGs

*Harap memberi contoh praktik baik yang telah di laksanakan



TERIMAKASIH
Semoga Tuhan Memberkati

Eko Teguh Paripurno
Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta  
paripurno@upnyk.ac.id | +62818260162 | http://mmb.upnyk.ac.id/

mailto:paripurno@upnyk.ac.id
http://mmb.upnyk.ac.id/

